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ABSTRAK  

Frasa “pihak lain” ditemukan dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 
tersebut membahas mengenai persekongkolan dalam tender. Dalam UU Nomor 5 
Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud sebagai 
pihak lain. Mahkamah Konstitusi mengeluaran Putusan MK Nomor 85/PUU-
XIV/2016 yang memberikan penjelasan mengenai frasa pihak lain, yaitu “pelaku 
usaha lain/pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain. Pengertian tersebut 
masih terlalu luas karena ini berarti pihak lain bisa dikatakan sebagai siapa saja. 
Permasalahan penelitian ini adalah siapakah yang sebenarnya dimaksud sebagai 
pihak lain dan apakah KPPU telah menerapkan Putusan MK Nomor 85/PUU-
XIV/2016 tersebut dalam mengambil keputusan dalam putusan-putusan KPPU. 
Untuk menjawab permasalah tersebut dilakukan penelitian hukum normatif 
terhadap 3 (tiga) putusan KPPU dan peraturan perundang-undangan yang 
mendasarinya. Data yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan data 
sekunder. Selain itu sebagai pelengkap dilakukan wawancara terhadap salah satu 
investigator KPPU. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan 
pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian 
menggambarkan bahwa 1) frasa pihak lain dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 
mempunyai pengertian sebagai pihak-pihak yang terkait dalam suatu 
persekongkolan tender dan penafsiran KPPU telah sejalan dengan penafsiran 
dalam Putusan MK MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 2) 3 (tiga) putusan KPPU 
mengenai persekongkolan tender yang terdapat frasa pihak lain sudah sesuai dan 
sejalan dengan pengertian frasa pihak lain dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-
XIV/2016. 
Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Frasa “Pihak Lain” 
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A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang 

Para pelaku usaha diberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan 

kegiatan ekonominya agar dapat bersaing antar satu sama lain sehingga 

mendapatkan keuntungan yang diinginkannya. Namun, banyak pelaku usaha 

yang melakukan berbagai hal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih 

dengan cara yang tidak baik sehingga menimbulkan suatu iklim persaingan 

usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain, dan termasuk 

konsumen. Salah satu cara pelaku usaha yang dapat menimbulkan persaingan 

usaha yang tidak sehat adalah dengan melakukan persekongkolan tender. Pasal 

22 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai salah satu kegiatan yang 

dilarang, yaitu persekongkolan tender. Pengertian persekongkolan diatur dalam 

Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: 

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang 
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk 
menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 
bersekongkol.” 
 

Dari definisi persekongkolan menurut UU Nomor 5 Tahun 1999, 

persekongkolan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu 

pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya atau lebih yang dapat menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan merupakan suatu kegiatan yang 

sering dilakukan oleh para pelaku usaha agar para pelaku usaha tersebut dapat 

menguasai suatu pasar bersangkutan dan mendapatkan keuntungan tersendiri 

bagi para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tersebut. Salah satu 

persekongkolan dalam hal ini adalah persekongkolan dalam penawaran  barang 

dan atau jasa di bidang pemerintahan maupun di bidang swasta. Persekongkolan 

ini tentu saja merugikan, baik bagi pelaku usaha lainnya maupun bagi 

masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, tender 

adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk 

mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. 
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Kegiatan yang dilarang dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

dapat berupa suatu persekongkolan (conspiracy dan collusion) antara pelaku 

usaha dengan pihak lain dalam penentuan pemenang tender, yaitu melalui 

pengajuan untuk menawarkan harga dalam memborong suatu pekerjaan atau 

juga pengajuan penawaran harga untuk pengadaan barang dan jasa-jasa 

tertentu1. Dalam Pasal 22 tersebut ditemukan frasa “pihak lain” yang tidak 

dijelaskan maknanya dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Dengan kata lain, frasa 

“pihak lain” yang terdapat dalam persekongkolan tender tersebut bisa 

ditafsirkan sebagai siapa saja dan tidak mempunyai batas.  

Agar UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat berjalan dengan baik dan 

benar, diperlukan suatu lembaga independen untuk melakukan pengawasan 

terhadap pelaku usaha yang melanggar perjanjian maupun kegiatan yang 

dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Lembaga tersebut didirikan 

dan diberikan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU 

mempunyai pedoman untuk menentukan apakah suatu persekongkolan tender 

dilakukan atau tidak oleh para pelaku usaha. Pedoman tersebut adalah Peraturan 

Komisi Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penjabaran unsur pihak lain, unsur pihak 

lain dijelaskan sebagai para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam 

proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha 

sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan 

tender tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa “pihak lain” yang diterapkan oleh KPPU adalah 

siapapun yang mempunyai keterkaitan dengan pelaku usaha yang melakukan 

persekongkolan tender. Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 

1999 telah dijelaskan bahwa persekongkolan yang dilarang untuk dilakukan 

adalah persekongkolan yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha dengan 

pelaku usaha lainnya.  

 
1 Andi Fahmi Lubis, et. al. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, (Jakarta: Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha, 2009), h. 151. 
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Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan mengenai penafsiran 

frasa “pihak lain” tersebut. Dalam Putusan Nomor Register Perkara 85/PUU-

XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penggunaan 

frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 

1999 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus memiliki makna sebagai 

“dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain”2. Putusan tersebut 

memberikan penafsiran yang tidak terbatas mengenai pihak lain yang terdapat 

di dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pihak 

lain adalah pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha 

lain. Tetapi, pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain bukan berarti pihak 

tersebut merupakan pelaku usaha, melainkan bisa merupakan panitia tender, 

instansi pemerintah dan bahkan siapapun yang diduga terkait dalam 

persekongkolan tender. Ini tentu saja menimbulkan masalah karena ini berarti 

KPPU dapat menafsirkan “pihak lain” sebagai siapapun yang berkaitan dengan 

persekongkolan tender dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pihak lain 

tersebut. Sedangkan, dalam Pasal 36 ayat (8) UU Nomor 5 Tahun 1999 

menyatakan bahwa KPPU hanya memiliki kewenangan untuk memberikan 

sanksi yang bersifat administratif kepada pelaku usaha saja. 

Persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

1999 merupakan putusan yang paling banyak ditangani oleh KPPU. Dari 

putusan-putusan tersebut, pengertian frasa “pihak lain” dapat dikatakan sebagai 

pelaku usaha lain atau panitia tender, bahkan pemerintah daerah. Ini berarti 

frasa “pihak lain” dapat dikatakan sebagai siapa saja tanpa adanya suatu batasan 

sehingga dianggap perlu penjelasan lebih spesifik mengenai siapakah 

sebenarnya yang dianggap sebagai “pihak lain”. Setelah adanya penafsiran frasa 

“pihak lain” yang ditafsirkan dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016, 

maka timbul suatu pertanyaan apakah KPPU telah menerapkan penafsiran frasa 

“pihak lain” oleh MK dalam putusan-putusannya. Untuk dapat mengetahui 

 
2 KPPU Apresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (On-line), tersedia di: https:// 

nasional.kontan.co.id/news/kppu-apresiasi-putusan-mahakamah-konstitsui  (20 September 2017) 
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penerapan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 telah dilakukan oleh KPPU, 

perlu adanya suatu penelitian terhadap putusan-putusan KPPU yang berkaitan 

dengan perlanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Ini perlu dilakukan 

untuk mengetahui apakah Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 tersebut 

telah dilaksanakan dengan baik oleh KPPU dan untuk melihat apakah putusan-

putusan KPPU telah sesuai dengan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 

tersebut 

2. Pokok Permasalahan 

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumasan masalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana pengertian frasa “pihak lain” menurut Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat dikaitkan dengan putusan-putusan KPPU 

dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016? 

b. Bagaimana kesesuaian KPPU dalam menerapkan istilah “pihak lain” 

dalam perkara-perkara pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun  1999 terkait dengan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016?  

2. Metode Penelitian  

a. Obyek Penelitian  

Penelitian  ini merupakan suatu penelitian normatif, yaitu penelitian 

yang dilakukan berdasarkan pada analisis norma hukum, baik hukum 

dalam peraturan perundang-undangan, maupun hukum dalam putusan-

putusan pengadilan. Dengan demikian, obyek yang diteliti adalah norma 

hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan, yaitu frasa “pihak 

lain” dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan 

putusan-putusan KPPU setelah adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-

IV/2016.  

Sifat penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian 

dimaksudkan untuk menggambarkan unsur-unsur dari penerapan frasa 

“pihak lain” dalam  Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 
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dikaitkan dengan putusan-putusan KPPU dan Putusan MK Nomor 

85/PUU-IV/2016.  

b. Data dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dengan studi pustaka.  

c. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen 

atau bahan pustaka.  

d. Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini dianlisis secara kualitatif, yaitu 

merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan suatu data 

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 

lisan, dan perilaku nyata.3 

e. Cara Penarikan Kesimpulan 

Dalam hal penarikan kesimpulan, digunakan metode deduktif. Metode 

deduktif adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan 

sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai 

sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus.4 Kajian terhadap 

konsep yang bersifat umum ini akan dianalisis secara mendalam dari 

aspek UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

1. Pengertian Frasa “Pihak Lain” Menurut Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

1999 Dikaitkan dengan Putusan-Putusan KPPU dan Putusan MK 

Nomor 85/PUU-XIV/2016 

Persekongkolan adalah suatu kerja sama yang apabila dilakukan 

oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya merupakan suatu perbuatan 

 
3 Ibid., h. 32. 
4 Imron Mustafa, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran 

Ilmiah”, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Volume 6, Nomor 2, (2016) diakses tanggal 19 
September, 2018 http://ejournal. kopertais4. or.id/susi/ index. 
php/elbanat/article/download/2875/2126/   

http://ejournal/
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melawan hukum. Pelaku usaha menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 

merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, yang melakukan 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Panitia tender tentu saja tidak 

termasuk dalam kategori pelaku usaha. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengertian persekongkolan yang 

diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan 

persekongkolan yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU 

Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian, pihak lain dalam Pasal 22, Pasal 

23 dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikategorikan sebagai 

siapa saja yang merupakan subjek hukum yang terkait dengan pelaku usaha 

yang melakukan persekongkolan.  

Dalam Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang 

dikeluarkan oleh KPPU, terdapat 3 (tiga) macam bentuk persekongkolan, 

yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan 

persekongkolan horizontal dan vertikal. Persekongkolan horizontal adalah 

persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan sesama pelaku 

usaha. Sedangkan, persekongkolan tender horizontal adalah 

persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau lebih dengan 

panitia tender atau pemberi pekerja. Persekongkolan horizontal dan 

vertikal merupakan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal 

yang melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses pemenangan 

tender. Dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) pihak yang 

dapat dikategorikan dan merupakan pihak-pihak yang terkait dalam 

persekongkolan tender, yaitu pelaku usaha, pelaku usaha lain dan pihak lain 

yang bukan pelaku usaha. Ini berarti frasa “pihak lain” dalam 

persekongkolan tender menurut Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat 

berarti pelaku usaha lain atau pihak lain yang bukan pelaku usaha, 

tergantung dari bentuk persekongkolan mana yang berlaku. 

Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha dan pihak-pihak yang 

dianggap pihak lain tersebut tidak setuju dengan putusan KPPU yang 

menafsirkan “pihak lain” sebagai pihak yang bukan pelaku usaha. Salah 
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satu pelaku usaha yang merasa hak asasi nya dilanggar karena adanya 

penafsiran ini adalah PT Bandung Indah Lestari. PT Bandung Indah Lestari 

mengajukan permohonan uji materi (judicial review) atas Pasal-Pasal 

dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dimana salah satu Pasal yang dianggap 

bertentangan dengan UUD 1945 adalah Pasal 22 karena adanya frasa 

“pihak lain” tersebut. KPPU dianggap sewenang-wenang menafsirkan 

frasa tersebut sehingga merugikan PT Bandung Indah Lestari. Mahkamah 

Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor Nomor 85/PUU-XIV/2016 

tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengubah 

pengertian persekongkolan menurut Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 

menjadi: 

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau 
pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau 
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat.”5 
 

Dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang memberikan 

penafsiran terhadap frasa “pihak lain”, MK memberikan alasan mengenai 

penafsiran tersebut, yaitu bahwa karena saat ini semakin banyak 

berkembangnya modus dalam persekongkolan dalam tender, sehingga 

pembatasan mengenai “pihak lain” tidak cukup lagi untuk mencegah 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena di dalam UU Nomor 5 Tahun 

1999 hanya mengatur mengenai persekongkolan tender terbatas pada 

persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain 

dan tidak dapat mengatasi berbagai macam modus dalam praktik 

persekongkolan yang semakin beraneka ragam, mengingat semakin pesat 

persaingan usaha dan berbagai kemajuan teknologi.6 Praktik 

 
5 Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 197. 

      6 Ibid., h. 189. 
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persekongkolan yang semakin beraneka ragam ini merupakan alasan 

mengapa harus ada penafsiran mengenai “pihak lain” diperluas agar 

persaingan usaha tidak sehat dapat dicegah dan diatasi. KPPU tetap harus 

dapat membuktikan bahwa terdapat pihak-pihak yang terkait dalam 

persekongkolan tender tersebut sehingga dapat dikatakan putusan MK 

Nomor 85/PUU-XIV/2016 juga memberikan batasan terhadap penafsiran 

frasa “pihak lain”. 

Untuk dapat membuktikan pengertian mengenai frasa “pihak lain” 

dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka harus adanya putusan-

putusan yang menggambarkan mengenai pengertian frasa “pihak lain” 

tersebut. Berikut adalah tabel perbandingan mengenai pihak-pihak yang 

terkait dalam beberapa kasus persekongkolan tender.  

 
Tabel 1 

Putusan-Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender (Tahun 
2016-2017) 

 
        Putusan 
         KPPU 

 
Uraian 
Unsur 

Putusan KPPU 
Nomor 17/KPPU-
L/2016  

 

Putusan KPPU 
Nomor 21/KPPU-
L/2016  

Putusan KPPU 
Nomor 01/KPPU-
I/2017  

 
Pelaku Usaha 

PT Karyatama 
Nagasari 

PT Surya Gemilang 
Indah 

-PT Gayotama 
Leopropita 
 
-PT Lince Romauli 
Raya 

 
Pelaku Usaha 
Lain 

PT Jasin Effrin Jaya PT Berkat Yakin 
Gemilang 

-PT Muthi bangun 
Cipta Persada 
 
-PT Matahari Abdya 

 
Pihak Lain 
yang Bukan 
Pelaku Usaha  

-Hj Syarifah Rositah 
ST selaku Pejabat 
Pembuat Komitmen 
Paket Pekerjaan 
Peningkatan Jalan 
Jongkang Menuju 
Jalan Jakarta 
Samarinda Karang 
Paci (Ring Road III) 
Kecamatan 
Tenggarong Seberang 
 

Pokja ULP XX 
Dinas Bina Marga 
Provinsi Riau Tahun 
Anggaran 2015 

-Pokja Pengadaan 
Barang/Jasa Satker 
Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah 1 
Provinsi Sumatera 
Utara TA. 2013 
 
-Pokja Pengadaan 
Barang/Jasa Satker 
Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah 1 
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-Panitia Tender 
Peningkatan Jalan 
Jongkang Menuju 
Jalan Jakarta 
Samarinda Karang 
Paci (Ring Road III) 
Kecamatan 
Tenggarong 
Seberang. 
 

Provinsi Sumatera 
Utara TA. 2015 
 
-Pejabat Pembuat 
Komitmen 05 TA 2013 
-Pejabat Pembuat 
Komitmen 05 TA 2015 
 

 Sumber: www.kppu.go.id 

Tabel menjelaskan bahwa 3 (tiga) putusan KPPU tersebut 

merupakan bentuk persekongkolan vertikal dan horizontal dimana terdapat 

dua atau lebih pihak yang merupakan pelaku usaha maupun pihak lain. 

Pihak lain dalam putusan-putusan KPPU tersebut adalah pelaku usaha lain 

dan pihak lain yang bukan merupakan pelaku usaha. Pelaku usaha lain 

dalam 3 (tiga) putusan KPPU tersebut adalah Perseroan Terbatas yang 

merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan, 

pihak lain yang bukan pelaku usaha menurut 3 (tiga) putusan  KPPU adalah 

Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Tender, dan Kelompok Kerja (Pokja). 

Oleh karena itu, pengertian “pihak lain” menurut Pasal 22 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 dikaitkan dengan 3 (tiga) putusan-putusan KPPU dan 

Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 adalah pelaku usaha lain selain 

pelaku usaha yang juga terlibat dalam persekongkolan serta pejabat yang 

ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pemilihan pemenang tender 

dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian frasa “pihak lain” adalah para pihak, pelaku usaha 

maupun perorangan dan badan pemerintah, yang terkait dengan pelaku 

usaha yang melakukan persekongkolan dalam pemilihan pemenang tender. 

2. Kesesuaian Putusan-Putusan KPPU dalam Menerapkan Istilah 

“Pihak Lain” Dalam Perkara-Perkara Pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun  1999 Terkait Dengan Putusan MK Nomor 

85/PUU-XIV/2016 

Dalam rangka penegakan UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya 

yang mengatur mengenai persekongkolan tender dalam Pasal 22, KPPU 

http://www.kppu.go.id/
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mengeluarkan pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut untuk 

memberikan penjelasan dan penjabaran mengenai unsur-unsur 

persekongkolan dalam tender, indikasi persekongkolan tender, bentuk 

persekongkolan tender, serta dampak dari persekongkolan tender itu 

sendiri. Pedoman ini juga digunakan oleh KPPU sebagai dasar untuk 

melakukan pemeriksaan apakah persekongkolan terbukti dilakukan atau 

tidak. Dalam pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, 

penjelasan mengenai unsur “pihak lain” dijelaskan sebagai: 

“Para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang 
melakukan persekongkolan tender, baik pelaku usaha sebagai peserta tender 
dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”7 
 

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa “pihak lain” 

menurut KPPU adalah pelaku usaha dan subjek hukum, yang berarti orang 

perorangan atau badan hukum, serta lembaga pemerintah yang terkait dalam 

persekongkolan tender karena pengadaan barang/jasa biasanya dilakukan 

dan dilaksanakan oleh pemerintah. 

Setelah mengetahui pengertian frasa “pihak lain” dalam 3 (tiga) 

putusan-putusan KPPU yang dikaitkan dengan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 

1999 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016, maka harus adanya 

kesesuaian antara penerapan dari istilah “pihak lain” di dalam 3 (tiga) 

putusan-putusan KPPU dan putusan yang telah dikeluarkan oleh MK 

tentang penambahan frasa “pihak lain” dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 

karena dengan adanya putusan MK tersebut memperjelas pengertian frasa 

“pihak lain” dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi KPPU untuk 

menangani kasus-kasus persekongkolan. MK menafsirkan frasa “pihak 

lain” sebagai pelaku usaha lain dan/atau pihak lain yang terkait dengan 

pelaku usaha lain. Berikut adalah tabel mengenai persamaan serta 

perbedaan dari penafsiran frasa “pihak lain” menurut Pedoman KPPU Pasal 

 
7 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, h. 6.  
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22 UU Nomor 5 Tahun 1999 degan Putusan MK Nomor 85/PUU-

XIV/2016. 

Tabel 2 

Perbandingan Pengertian Frasa “Pihak Lain” 
 Pedoman KPPU Pasal 22 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 
Putusan MK Nomor 85/PUU-
XIV/2016. 
 

Pengertian 
Pihak Lain 

Para pihak (vertikal dan horizontal) 
yang terlibat dalam proses tender 
yang melakukan persekongkolan 
tender, baik pelaku usaha sebagai 
peserta tender dan atau subjek 
hukum lainnya yang terkait dengan 
tender tersebut. 

Pelaku usaha lain dan/atau pihak 
yang terkait dengan pelaku usaha 
lain 

      Sumber: www.kppu.go.id & www.mahkamahkonstitusi.go.id 

Tabel menyimpulkan bahwa pengertian “pihak lain” dari pengertian 

menurut Pedoman KPPU Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 degan Putusan 

MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 sangatlah mirip. Pengertian frasa “pihak 

lain” tersebut mempunyai persamaan pada hubungan keterkaitan para pihak 

yang mempunyai kaitan sedemekian rupa kepada pelaku usaha yang diduga 

melakukan persekongkolan tender. Hanya terdapat sedikit perbedaan dalam 

pengertian frasa “pihak lain” tersebut yaitu, pada Pedoman Pasal 22 UU 

Nomor 5 Tahun 1999 membedakan para pihak menjadi vertikal untuk 

pelaku usaha lain dan horizontal untuk pihak yang bukan pelaku usaha. 

Dalam pedoman tersebut, dinyatakan pula bahwa “pihak lain” adalah subjek 

hukum yang terkait dengan tender tersebut sehingga dapat diartikan sebagai 

orang perorangan atau badan hukum. Dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-

XIV/2016 tidak mengkategorikan pihak lain secara vertikal maupun 

horizontal, tetapi hanya menjelaskan bahwa pihak lain adalah pelaku usaha 

yang terkait maupun para pihak yang terkait, dimana para pihak yang terkait 

tersebut dapat diartikan sebagai orang perorangan atau badan pemerintah. 

Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan dari pengertian frasa 

“pihak lain” dalam Pedoman KPPU Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 

degan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat kemiripan dari dua pengertian mengenai frasa 

http://www.kppu.go.id/
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“pihak lain” tersebut. Untuk mengetahui apakah KPPU telah menerapkan 

istilah “pihak lain” dalam putusan-putusan mengenai persekongkolan 

tender sesuai dengan apa yang telah ditafsirkan oleh MK, maka harus 

dilakukan analsisi terhadap 3 (tiga) putusan-putusan KPPU, yaitu Putusan 

KPPU Nomor 17/KPPU-L/2016, Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2017, 

Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2017. 

Dalam Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2016 tentang Dugaan 

Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  tentang 

Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci 

(Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang, pihak yang merupakan 

pelaku usaha dalam putusan ini adalah PT Karyatama Nagasari. Sedangkan, 

“pihak lain” dalam putusan tersebut adalah PT Jasin Effrin Jaya, yang 

merupakan pelaku usaha lain, dan Panitia Tender Peningkatan Jalan 

Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) 

Kecamatan Tenggarong Seberang, yang merupakan panitia yang 

melangsungkan pemilihan pemenang tender tersebut. Jika dilihat dari 

bentuk persekongkolannya, persekongkolan ini merupakan bentuk 

persekongkolan vertikal dan horizontal karena adanya dua atau lebih pihak 

yang terkait dalam pemilihan pemenang tender yang dilakukan bukan hanya 

dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi dilakukan oleh pihak yang bukan 

merupakan pelaku usaha.  

PT Karyatama Nagasari dan PT Jasin Effrin Jaya terbukti 

melakukan persekongkolan karena adanya kesamaan dokumen dan 

hubungan keluarga antara para pelaku usaha tersebut sehingga adanya 

indikasi persekongkolan. Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang 

Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan 

Tenggarong Seberang terlibat dalam persekongkolan karena panitia tender 

tersebut mengabaikan adanya indikasi persekongkolan. Dengan adanya 

pengabaian indikasi persekongkolan tersebut, maka panitia tender dianggap 

telah melakukan persekongkolan tender dengan PT Karyatama Nagasari 

dan PT Jasin Effrin Jaya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa “pihak 
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lain” dalam putusan KPPU ini adalah PT Jasin Effrin Jaya sebagai pelaku 

usaha lain yang terkait, dan Panitia Tender Peningkatan Jalan Jongkang 

Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan 

Tenggarong Seberang sebagai pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha. 

Sehingga, putusan KPPU ini telah sesuai dengan penafsiran frasa “pihak 

lain” dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016. 

Putusan KPPU yang kedua adalah Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-

L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi-

Sp.Ibul-Sp.Ifa di Kabupaten Kuanran Singingi-Provinsi Riau pada Dinas 

Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. Pihak yang merupakan 

pelaku usaha dalam putusan ini adalah PT Surya Gemilang Indah, 

sedangkan pihak lain dalam putusan ini adalah PT Berkat Yakin Gemilang 

dan Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. 

Persekongkolan dalam putusan ini juga merupakan bentuk persekongkolan 

vertikal dan horizontal. Pelaku usaha lain dalam putusan ini adalah PT 

Berkat Yakin Gemilang yang merupakan perseroan terbatas yang dianggap 

sebagai pelaku usaha menurut UU Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan, pihak 

yang bukan merupakan pelaku usaha adalah Pokja ULP XX Dinas Bina 

Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.  

PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang terkait 

satu sama lain karena adanya kesamaan dokumen, kesamaan alamat dan 

nomor telepon, hubungan keluarga dan kesamaan dalam IP Address yang 

menunjukkan adanya indikasi persekongkolan. Pokja ULP XX Dinas Bina 

Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 terkait dalam persekongkolan 

ini karena tetap memenangkan PT Surya Gemilang Indah sebagai pemenang 

tender sehingga Pokja tersebut dianggap telah terlibat dalam 

persekongkolan tersebut. Oleh sebab itu, “pihak lain” dalam putusan KPPU 

ini adalah PT Berkat Yakin Gemilang sebagai pelaku usaha lain yang terkait 

dan Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Procinsi Riau Tahun Anggaran 2015 

sebagai pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha. Sehingga, putusan 
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KPPU ini telah sesuai dengan penafsiran frasa “pihak lain” dalam Putusan 

MK Nomor 85/PUU-XIV/2016. 

Putusan KPPU yang selanjutnya adalah Putusan KPPU Nomor 

01/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Peningkatan 

Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-

2014 (Multiyears) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. 

Kabanjahe-Kutabulu Tahun 2015 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan 

Nasional Wilayah I Provinisi Sumatera Utara. Dalam putusan tersebut, 

terdapat 2 (dua) penawaran paket pekerjaan untuk pemilihan pemenang 

tender yang berbeda dan dilakukan di tahun yang berbeda. Tetapi, dua paket 

pekerjaan tersebut terkait karena adanya satu pelaku usaha yang merupakan 

peserta tender dalam kedua penawaran paket pekerjaan tersebut, yaitu PT 

Gayotama Leopropita. PT Gayotama Leopropita adalah pihak yang 

merupakan pelaku usaha dalam putusan ini. Pihak lain dalam putusan ini 

adalah PT Lince Romauli Raya, PT Arnas Putra Utama, PT Muthi Bangun 

Cipta Persada, PT Matahari Abdya sebagai pelaku usaha lain, Pokja 

Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 

Provinsi Sumatera Utara TA. 2013, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker 

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara TA. 2015, 

Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2013, Pejabat Pembuat Komitmen 05 

TA 2015 sebagai pihak yang bukan merupakan pelaku usaha. Bentuk 

persekongkolan dalam putusan ini juga merupakan persekongkolan vertikal 

dan horizontal. Tetapi di dalam kasus ini, ada 5 (lima) pihak yang tidak 

secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, 

yaitu PT Lince Romauli Raya, PT Arnas Putra Utama, Pokja Pengadaan 

Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi 

Sumatera Utara TA. 2013, Pejabat Pembuat Komitmen 05 TA 2013 Pejabat 

Pembuat Komitmen 05 TA 2015.  

PT Gayotama Leopropita, PT Muthi Bangun Cipta Persada dan PT 

Matahari Abdya terkait satu sama lain karena adanya kesamaan personin 
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inti yang merupakan indikasi persekongkolan. Pokja Pengadaan 

Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi 

Sumatera Utara TA. 2013 terkait dalam persekongkolan ini karena 

mengabaikan adanya indikasi persekongkolan itu dan memberikan 

perlakuan khusus kepada PT PT Muthi Bangun Cipta Persada. Oleh karena 

itu, “pihak lain” dalam putusan KPPU ini adalah PT Muthi Bangun Cipta 

Persada dan PT Matahari Abdya sebagai pelaku usaha lain yang terkait dan 

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 

1 Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 sebagai pihak lain yang terkait dengan 

pelaku usaha. Sehingga, putusan KPPU ini telah sesuai dengan penafsiran 

frasa “pihak lain” dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016. 

Setelah menjabarkan kaitan antara pelaku usaha dengan “pihak lain” 

dalam 3 (tiga) putusan KPPU diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut. 

 Tabel 3 

Kesesuaian Frasa Kesesuaian Frasa “Pihak Lain” dalam UU Nomor 5 

Tahun 1999  dengan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 
Putusan KPPU “Pihak lain” 

menurut Pasal 22 
UU Nomor 5 Tahun 

1999 

“Pihak lain” 
menurut Putusan 

MK Nomor 85/PUU-
XIV/2016 

Kesesuaian 
Frasa “Pihak 

Lain” 

Putusan Putusan 
KPPU Nomor 
17/KPPU-L/2016  

-Secara horizontal, 
pihak yang terkait 
adalah PT Karyatama 
Nagasari dan PT Jasin 
Effrin Jaya 
-Secara vertikal, 
pihak yang terkait 
adalah PT Karyatama 
Nagasari, PT Jasin 
Effrin Jaya dan  
Panitia Tender 
Peningkatan Jalan 
Jongkang Menuju 
Jalan Jakarta 
Samarinda Karang 
Paci (Ring Road III) 
Kecamatan 
Tenggarong Seberang 

-Pelaku usaha lain 
yang terkait adalah PT 
Karyatama Nagasari 
dan PT Jasin Effrin 
Jaya 
-Pihak lain yang 
terkait dengan pelaku 
usaha lain adalah 
Panitia Tender 
Peningkatan Jalan 
Jongkang Menuju 
Jalan Jakarta 
Samarinda Karang 
Paci (Ring Road III) 
Kecamatan 
Tenggarong Seberang 

 
 
 
 
 
 
 

Sudah Sesuai 

Putusan KPPU 
Nomor 21/KPPU-
L/2016 

-Secara horizontal, 
pihak yang terkait 
adalah PT Surya 

-Pelaku usaha lain 
yang terkait adalah PT 
Surya Gemilang Indah 
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Gemilang Indah dan 
PT Berkat Yakin 
Gemilang 
-Secara vertikal, 
pihak yang terkait 
adalah PT Surya 
Gemilang Indah dan 
PT Berkat Yakin 
Gemilang dan Pokja 
ULP XX Dinas Bina 
Marga Provinsi Riau 
Tahun Anggaran 
2015 

dan PT Berkat Yakin 
Gemilang 
-Pihak lain yang 
terkait dengan pelaku 
usaha lain adalah 
Pokja ULP XX Dinas 
Bina Marga Provinsi 
Riau Tahun Anggaran 
2015 

 
 
 
 

Sudah Sesuai 

Putusan KPPU 
Nomor 01/KPPU-
I/2017 

-Secara horizontal, 
pihak yang terkait 
adalah PT Gayotama 
Leopropita, PT Muthi 
Bangun Cipta Persada 
dan PT Matahari 
Abdya 
-Secara vertikal, 
pihak yang terkait 
adalah PT Gayotama 
Leopropita, PT Muthi 
Bangun Cipta 
Persada, PT Matahari 
Abdya dan Pokja 
Pengadaan 
Barang/Jasa Satker 
Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah 1 
Provinsi Sumatera 
Utara TA. 2013 
 

-Pelaku usaha lain 
yang terkait adalah PT 
Gayotama Leopropita, 
PT Muthi Bangun 
Cipta Persada dan PT 
Matahari Abdya 
-Pihak lain yang 
terkait dengan pelaku 
usaha lain adalah PT 
Gayotama Leopropita, 
PT Muthi Bangun 
Cipta Persada, PT 
Matahari Abdya dan 
Pokja Pengadaan 
Barang/Jasa Satker 
Pelaksanaan Jalan 
Nasional Wilayah 1 
Provinsi Sumatera 
Utara TA. 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sudah Sesuai 

Sumber: www.kppu.go.id 

Dari ketiga putusan KPPU tersebut, penafsiran frasa “pihak lain” yang telah 

ditafsirkan oleh KPPU telah sesuai dengan pengertian yang telah ditafsirkan pula oleh 

MK menurut Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016. Frasa “pihak lain” yang ditafsirkan 

oleh MK dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 memberikan penjelasan dan 

dasar hukum yang baru untuk KPPU dalam menentukan “pihak lain” dalam 

persekongkolan tender yang selama ini tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang 

menganggap KPPU sewenang-wenang dalam menentukan siapa “pihak lain” tersebut.  
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C. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Setelah adanya pembahasan mengenai frasa “pihak lain” mengenai pengertian frasa 

“pihak lain” dan penerapannya dalam putusan-putusan KPPU, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut:  

a. Pengertian frasa “pihak lain” dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 diperjelas 

dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 menjadi “pelaku usaha lain 

dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain”. 

b. Penerapan frasa “pihak lain” dalam 3 (tiga) putusan KPPU  telah sesuai dengan 

pengertian frasa “pihak lain” berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-

XIV/2016, dimana setiap pihak lain tersebut merupakan pihak yang terkait dalam 

proses pemenangan tender. Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2016 menerapkan 

“pihak lain” sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Tender 

2. Saran 

Setelah adanya penelitian mengenai penerapan frasa “pihak lain”, saran yang dapat 

penulis sampaikan adalah: 

a. KPPU hendaknya lebih banyak melakukan sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 1999 

khususnya tentang persekongkolan tender, termasuk pengertian frasa ”pihak lain” 

oleh Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 kepada masyarakat sehingga tidak 

adanya kesalahpahaman dalam penafsiran frasa “pihak lain” dalam penanganan 

kasus persekongkolan di kemudian hari.  

b. Mengingat pentingnya penambahan pengertian frasa “pihak lain” dalam 

pembuktian unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, hendaknya KPPU 

menambahkan pengertian frasa “pihak lain” sesuai dengan Putusan MK Nomor 

85/PUU-XIV/2016 ke dalam Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 demi 

terciptanya kepastian hukum 
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